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Kata Kunci: Upah Buruh dan Ijarah Bil ‘Amal 
 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan (adil dan layak) dari majikan kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. 
Upah termasuk ke dalam pembahasan ijarah bil ‘amal, yaitu menggunakan jasa 
tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah sebagai imbalan 
jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek pengupahan buruh cuci dan 
setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar terjadi antara buruh dan 
majikan, yang mana buruh tersebut diminta untuk mencuci dirumah majikan tanpa 
menginap dengan upah yang disepakati. Penetapan upah buruh tersebut berbeda-
beda tergantung tempat ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian buruh yang 
diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah.Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan 
terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tersebut. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian upah pada buruh 
cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng bahwa praktek pengupahan 
buruh tersebut tidak sesuai dengan konsep ijarah bil ‘amal. Sebagian buruh cuci 
dan setrika pakaian merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah.Yang 
mana pada kesepakatan awal pihak buruh cuci dan setrika pakaian hanya di minta 
untuk mencuci dengan upah yang telah mereka sepakati. Namun di kemudian hari 
pihak buruh mendapatkan tambahan pekerjaan tanpa diikuti dengan adanya 
tambahan upah/sejenisnya. Padahal upah di dalam Islam harus sesuai dengan 
prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan 
baik itu pekerjaan berat maupun ringan, maka harus mendapatkan imbalan/upah 
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan 
hak yang diperoleh harus seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan 
ataupun terzalimi. 
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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t 
 
18 ع ‘ 
 
4 ث ṡ 
s dengan titik di 
atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j 
 
20 ف f 
 
6 ح ḥ 
h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh 
 
22 ك k 
 
8 د d  23 ل l  
9 ذ z 
z dengan titik di 
atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik di 
bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik di 
bawahnya 
    
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
 
 
ix 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  ٙ  Fathah a 
  ٙ  Kasrah i 
  ٙ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
  ٙي  Fathah dan ya ai 
  ٙ و  Fathah dan Wau au 
 
Contoh: 
فيك: kaifa    لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
tanda 
  ٙ١/ي  Fathah dan alif 
atau ya 
ā 
  ٙي  Kasrah dan ya ī 
  ٙي  Dammah dan 
waw 
ū 
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Contoh: 
 َلاَق: qāla 
ىَمَر: ramā 
  َلْيِق :qīla 
  ُلْوُق َي : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah(ة) hidup 
Ta marbutah(ة)yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  
dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah(ة)mati 
Ta marbutah (ة)yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة)diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة)itu ditransliterasi dengan h. 
Contoh: 
ْأَلاف أَط ألْا ْ ةَضور : raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ةَر ََّون  ملأا  َْةنأيِدَملأا  : al-Madīnah al- Munawwarah/ 
َْطْألْأةَح   : Talhah 
 
 
 
xi 
 
Catatan: 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat 
dalam Al-qur’an dan Hadist untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah 
dewasa, sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil 
pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab 
fiqih dan disebut hukum fiqih.1 
Para ulama fiqih membagi ilmu fiqih menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah 
dan muamalah. Ibadah yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan 
diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Sedangkan muamalah 
adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia 
dengan manusia dalam kehidupan.2 
Manusia sebagai makhluk sosial harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan 
oleh  Allah SWT, baik itu yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Karena segala 
bentuk perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap 
orang pasti memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur 
dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai 
                                                             
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49. 
2 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm. 7. 
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kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup 
bermasyarakat disebut dengan hukum mu’amalah. 
Salah satu hukum Islam yang termasuk ke dalam muamalah adalah  akad 
ijarah. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau 
menghubungkan. Akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan 
kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.3 
Sedangkan ijarah berasal dari  kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh/ penggantian, dari 
sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru/ upah. Adapun 
secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah sesuatu jenis akad atau 
transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Perlu 
diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan 
kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai banyak uang, 
tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau 
keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling 
mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.4   
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu:5 
a. Ijarah al-manfa’ah, yang berkaitan dengan sewa aset atau properti yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang 
                                                             
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 
68. 
4 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat... , hlm. 277-278. 
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta:  Amzah, 2015), hlm. 333. 
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lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, 
dan sebagainya. 
b. Ijarah al-‘amal, yang berkaitan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa 
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Misalnya menyewa 
jasa buruh cuci dan setrika pakaian. 
Al-ijarah adalah bentuk kegiatan yang dibolehkan oleh syara’. Akad-akadnya 
memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya 
sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut. Hal-hal yang terkait kesepakatan kerja 
diantaranya yaitu:6 
a. Ketentuan kerja 
Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 
memanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus 
dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur 
hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya 
harian, bulanan, atau tahunan. Juga mengenai upah kerjanya juga harus 
ditetapkan. 
b. Bentuk kerja 
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam 
ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan. 
                                                             
6 Nurul Huda. dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2008), hlm.229. 
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c. Waktu kerja 
Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang 
dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan 
tertentu, serta adanya perjanjian waktu bekerja. 
d. Gaji/upah kerja 
Disyaratkan juga gaji/upah transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri 
yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. 
Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari 
apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga adanya 
keadilan di antara mereka. Dalam surat al-Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman: 
 أم ُهَو أت َب َس َك َا ِبِ ٍس أف  َن ُّل ُك ٰىَز أج ُت ِلَو  ِقَألْ ِبِ َض أرَ ألْاَو ِتاَوا َم هسلا ُهللَّا َق َل َخَو َلَ 
 َنو ُم َلأظ ُي  
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan 
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka 
tidak akan dirugikan.” 
 
Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai 
dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan 
dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan mereka hal itu dianggap 
ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang 
harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya dalam kerja sama produksi. 
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Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah 
dikerjakannya.7 
Di Indonesia, kerjasama yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan 
majikan/pengguna jasa disebut dengan perjanjian perburuhan. Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, yang disebut 
dengan perjanjian kerja dengan bunyi: 
“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para 
pihak.” 
Mengenai upah terdapat pada Pasal 1 Ayat 30, berbunyi: 
“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja,kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.” 
 
Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang harus diterima seseorang 
atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam 
bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Upah dalam literatur 
fiqih disebut dengan ujrah, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun 
buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem 
                                                             
7 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 
hlm. 363-364. 
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pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. 
Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan 
banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa 
ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. 
Bentuk perjanjian kerja tersebut,  dipraktikkan pada buruh cuci dan setrika 
pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar, yang mana proses terjadinya 
pengupahan berasal dari buruh yang memberikan tenaga atau jasa cuci dan setrika 
pakaian kepada pengguna jasa tersebut. Disini Para pengguna jasa buruh tersebut 
adalah warga pendatang yang tinggal di perumahan Mesra Agung yang berada di 
dekat Gampong Ulee Lueng. para pengguna jasa tersebut adalah orang-orang yang 
mempunyai banyak aktivitas seperti bekerja, sehingga penduduk yang menjadi 
keluarga tersebut sangat sibuk yang mengakibatkan tidak mempunyai banyak waktu 
untuk  memperhatikan urusan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, 
memasak, dan lain sebagainya. Sehingga para pengguna jasa tersebut meminta buruh 
cuci dan setrika pakaian untuk bekerja dirumahnya sebagai buruh cuci dan setrika 
pakaian, mereka hanya diminta datang untuk melakukan pekerjaannya itu tanpa 
menginap dirumah majikannya tersebut. Di dalam perjanjian antara buruh dan 
pengguna jasa, si pengguna jasa hanya meminta si buruh untuk mencuci dan 
menyetrika pakaian dirumahnya, dan perjanjian tersebut dilakukan secara tidak 
tertulis. Yang mana buruh tersebut ada yang diminta untuk datang bekerja setiap hari, 
ada pula yang diminta datang bekerja selang satu hari. Lalu ada sebagian buruh yang 
diminta untuk melakukan pekerjaan ringan lain di tengah-tengah buruh tersebut 
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bekerja untuk cuci dan setrika pakaian, seperti menyuci piring, memasak ataupun 
menyapu, hingga pekerjaan ringan tersebut menjadi rutin, sedangkan upah yang 
diterima tidak bertambah atau tetap upah hasil cuci dan setrika pakaian.  
Padahal dalam perjanjian yang dibuat antara pengguna jasa/ majikan dengan 
buruh, pengguna jasa/ majikan tersebut tidak menyebutkan adanya bentuk pekerjaan 
yang lain atau adanya penambahan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh si buruh 
tersebut. Tetapi yang terjadi di luar perjanjian yang telah dibuat antara pengguna jasa/ 
majikan dengan buruh, adanya penambahan pekerjaan yang disuruh oleh pengguna 
jasa/ majikan tanpa diikuti dengan penambahan upah kepada buruh tersebut, karena 
pekerjaan/kewajibannya bertambah di luar perjanjian awal.  
Melihat praktik tersebut, terjadi ketidakadilan antara hak dan kewajiban yang 
diberikan, di mana sebagian para majikan atau pengguna jasa tersebut menyuruh 
buruh untuk melakukan pekerjaan di luar perjanjian. Padahal di dalam perjanjian 
kerja segala bentuk, waktu, dan upah kerja harus disebutkan secara jelas, agar 
perjanjiannya itu sah dan tidak kabur/rusak. Supaya tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan ataupun tidak ada buruh yang merasa terpaksa dalam mengerjakan 
pekerjaannya.  
Oleh karena itu, penulis melihat bahwa pentingnya kajian tentang akad ijarah 
bil ‘amal yang dilakukan antara pengguna jasa/ majikan dengan buruh cuci dan 
setrika pakaian dalam praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian. 
Berpedoman dari latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk meneliti tentang 
bagaimana sistem pengupahan yang ditinjau dari hukum Islam, sehingga penulis 
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memberi judul penelitian dengan  “Pemberian Upah pada Buruh Cuci dan Setrika 
Pakaian yang Dilihat dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal (Studi Kasus di 
Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar).” 
1.2. Rumusan Masalah 
1.2.1. Bagaimana praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika 
pakaian di    Gampong Ulee Lueng Aceh Besar? 
1.2.2. Bagaimana praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di 
Gampong Ulee Lueng Aceh Besar menurut konsep akad ijarah 
bil’amal? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1.3.1. Untuk mengetahui praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika 
pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
1.3.2. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian 
di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar menurut konsep akad ijarah 
bil’amal. 
1.4. Penjelasan Istilah 
 Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah 
yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa 
istilah yang terkait dengan pembahasan skripsi penulis di atas, supaya tidak terjadinya 
perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini. 
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1.4.1. Upah  
Upah/gaji adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di 
akhirat (imbalan yang lebih baik).8 Dalam hal ini upah yang dimaksud adalah upah 
atas jasa yang diberikan oleh buruh cuci dan setrika pakaian. 
1.4.2. Buruh 
 Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.9 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 
3, menyebutkan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
1.4.3. Akad Ijarah Bil ‘Amal 
 Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh 
yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.10 Menurut Amir 
Syarifuddin, akad al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau 
transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek 
transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-manfa’ah atau 
sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek 
transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarah al-‘amal atau 
upah-mengupah, seperti upah mencuci dan setrika pakaian. Sekalipun objeknya 
                                                             
8 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 802. 
9  http://kbbi.web.id/buruh, diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 16.09 WIB. 
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114. 
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berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.11 Pemakaian istilah ijarah 
yang di maksud di sini adalah ijarah al-‘amal yaitu menggunakan jasa buruh cuci dan 
setrika pakaian dengan memberikan upah. 
1.5. Kajian Pustaka 
 Dalam kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah 
diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan oleh penulis agar tidak adanya 
pengulangan materi penelitian secara mutlak.  
 Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, belum ada kajian yang 
membahas secara spesifik dan mengarah pada “Pemberian Upah Pada Buruh Cuci 
dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal (Studi Kasus di 
Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)”. Namun ada beberapa tulisan yang membahas 
tentang konsep akad ijarah yang objeknya berbeda dengan penelitian yang penulis 
lakukan, di  antaranya yaitu: skripsi yang ditulis oleh Muhammad Budi Amin, 
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Wal Iqtishad 
tahun 2013, yang berjudul “Analisis Pertanggungan Risiko Terhadap Kerusakan dan 
Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Aqad Ijarah Bi Al-‘Amal (Penelitian Pada 
Laundry di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”. Tulisan ini secara umum 
membahas tentang sistem perjanjian terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada 
                                                             
11 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216. 
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laundry, tanggung jawab pihak laundry terhadap barang milik pelanggan yang hilang 
dan rusak pada laundry di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.12  
 Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Zulfadli, mahasiswa fakultas Syariah 
jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtisad tahun 2011, yang berjudul “Pertanggungan 
Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir Menurut Perspektif 
Ijarah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”.  Tulisan ini secara umum membahas 
tentang perjanjian ijarah dan permasalahannya mengenai pertanggung jawaban 
kendaraan yang hilang atau rusak dilokasi parkir. Penelitian ini bertujuan mencari 
jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana langkah yang ditempuh oleh Dinas 
Perhubungan Kota Banda Aceh serta juru parkir dalam menyelesaikan pertanggungan 
serta perspektif ijarah dalam hal tersebut.13 
 Lalu karya ilmiah yang ditulis oleh Dahniar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 
Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Wal Iqtishad tahun 2013, yang berjudul 
“Penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan jasa pemborongan jalan dan jembatan di 
Aceh ditinjau menurut konsep Ijarah Bi Al-‘Amal (Studi kasus pada Dinas Bina 
Marga dan Cipta Karya Aceh).” Tulisan ini secara umum membahas wanprestasi 
pada sewa-menyewa jasa pemborongan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga 
dan Cipta Karya Aceh merupakan suatu perbuatan yang ingkar janji. Adapun yang 
                                                             
12 Muhammad Budi Amin, Analisis Pertanggungan Risiko Terhadap Kerusakan dan 
Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Aqad Ijarah Bi Al-‘Amal (Penelitian Pada Laundry di 
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi 
Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013, hlm. v. 
13  Zulfadli, Pertanggungan Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir 
Menurut Perspektif Ijarah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas 
Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, hlm. v. 
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menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan tanggung 
jawab salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi, faktor-faktor apa yang 
menyebabkan wanprestasi pada pelaksanaan pemborongan jalan dan 
jembatan,bagaimana solusi penyelesaian wanprestasi menurut konsep ijarah bil al-
‘amal. 14 
  Dari semua pembahasan diatas mengenai kajian pustaka, penulis tidak 
menemukan adanya pembahasan yang sama dengan pembahasan yang akan penulis 
teliti tentang objek buruh cuci dan setrika pakaian yang ada di Gampong Ulee Lueng. 
Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan pada permasalahan yang penulis angkat 
untuk dijadikan sebuah skripsi sebagai tugas akhir dari jenjang strata satu (S1).  
1.6. Metode Penelitian 
 Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif yaitu mendeskripsikan 
data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa 
pemahaman terhadap makna, baik itu diperoleh dari data yang berupa lisan interaksi 
dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan 
yang resmi lainnya. 
 Pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 
lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 
                                                             
14 Dahniar, Penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan jasa pemborongan jalan dan 
jembatan di Aceh ditinjau menurut konsep Ijarah Bi Al-‘Amal (Studi kasus pada Dinas Bina Marga 
dan Cipta Karya Aceh) (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2013, hlm. v. 
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tafsiran tentang sekitarnya.15 Dalam hal ini penulis mengamati aktivitas para buruh 
cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng serta berinteraksi secara langsung 
dengan mereka. 
 Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data. Instrumen penelitian sangat erat kaitannya dengan teknik 
pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data akan memiliki instrumen yang 
berbeda pula. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode 
observasi, wawancara serta mengambil dokumentasi, agar data yang diperoleh lebih 
valid karena dalam menjalankan penelitian ini penulis membutuhkan data secara 
langsung dari responden yang berupa wawancara guna untuk mengetahui bagaimana 
praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee 
Lueng. 
1.6.1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah 
deskriptif dan analisis  kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa 
dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang 
mana orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penelitian ini adalah para buruh cuci 
dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng . Dalam hal ini penulis akan 
menggambarkan  praktik pengupahan yang dilakukan oleh buruh cuci dan setrika 
                                                             
15 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik, (Bandung: Tarsita, 1998), hlm. 5. 
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pakaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat makna peristiwa dari segi 
objek itu sendiri dan bukan atas pendapat peneliti.  
1.6.2. Metode pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.16 
 Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, maka penulis 
menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field 
research) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan 
yang dilakukan terhadap objek kajian yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, 
yaitu mengumpulan data-data tertulis dari lapangan dan mengadakan penelitian 
tentang praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong 
Ulee Lueng. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan 
akurat. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara serta mengambil dokumentasi agar bahan yang didapat dalam penelitian 
ini menjadi lebih akurat. Secara lebih rinci ketiga teknik pengumpulan data tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 
                                                             
16  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alvabeta, 2013), hlm. 401. 
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1.6.3.1.    Observasi 
 Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 
dengan cara mengamati langsung objek datanya. Tujuan dari metode observasi adalah 
untuk mendeskripsikan lokasi peristiwa, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di 
dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang 
diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.17 Observasi yang dilakukan oleh 
peneliti sebagai langkah awal adalah dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan terhadap objek data berupa praktik pengupahan buruh cuci dan setrika 
pakaian. Selain itu peneliti juga mengamati aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 
para buruh tersebut. 
1.6.3.2. Wawancara  
Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk 
mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya 
untuk tujuan tertentu dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Jadi inti 
dari metode wawancara ini untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak 
dapat diperoleh lewat pengamatan.18 Jadi, dalam hal ini selain penulis mengamati 
aktivitas dan praktik pengupahan buruh cuci dan  setrika pakaian, penulis juga 
melakukan wawancara terhadap 6 buruh dari 15 buruh cuci dan setrika pakaian di 
                                                             
17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta , 2010), hlm. 58. 
18 Ibid., hlm. 59. 
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Gampong Ulee lueng untuk memperoleh informasi yang lebih detail, yang tidak dapat 
di peroleh dari pengamatan. 
1.6.3.3.    Dokumentasi  
 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notuen rapat, lengger, agenda 
dan sebagainya.19 Dokumentasi di sini adalah teknik yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data-data tertulis, mengenai gambaran umum lokasi penelitian berupa 
sejarah Gampong Ulee Lueng, kondisi, demografi, dan lain sebagainya. 
1.7.   Sistematika Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai 
gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika 
pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang definisi dan dasar hukum 
ijarah bil ‘amal, rukun dan syarat ijarah bil ‘amal, dan kedudukan upah dalam akad 
ijarah bil ‘amal. 
                                                             
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 231. 
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Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum  wilayah penelitian yaitu Gampong 
Ulee Lueng, diantaranya letak secara geografis, kondisi sosial dan ekonomi, dan 
sebagainya. Lalu berisi tentang  praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian 
dan juga tentang  pemberian upah buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee 
Lueng menurut konsep akad ijarah bil ‘amal.  
Bab keempat, merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa 
kesimpulan dari bab terdahulu dan dalam bab ini pula penulis mengajukan saran yang 
berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. 
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BAB DUA 
KONSEP AKAD IJARAH BIL ‘AMAL DALAM FIQH 
MUAMALAH 
2.1 Definisi dan Dasar hukum Ijarah Bil ‘Amal 
2.1.1 Definisi Ijarah Bil ‘Amal 
 Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh/ 
penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-
ajru/upah.1 Ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah 
mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini 
digunakan istilah-istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata ajara-hu digunakan apabila 
seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya 
digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata al-ajr 
(pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah (upah 
sewa) digunakan untuk balasan di dunia.2  Dalam ajaran hukum Islam pihak yang 
melakukan pekerjaan disebut dengan “ajir”, sedangkan orang yang memperoleh 
manfaat dari pekerjaan “ajir” (pemberi kerja) desebut dengan “musta’jir”.3 
 Sedangkan secara terminologi, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang 
bermazhab Syafi’iah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas manfaat dari 
sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan 
imbalan yang juga telah diketahui. Sementara itu Al-Qaduri yang bermazhab 
                                                             
1 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 
2010), hlm. 277.  
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan 
Penerjemah/Penafsiran al-Qur’an, 1990), hlm. 34. 
3 Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 
(Medan: Sinar Grafika,1993), hlm. 154.  
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Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) 
dengan memberikan imbalan. Maksud transaksi atas manfaat atau berbagai 
manfaat adalah menyerahkan manfaat (dari sesuatu) sebagaimana disebutkan 
dalam beberapa definisi yang lain, yaitu menyerahkan berbagai manfaat (ditukar) 
dengan suatu imbalan.4 
 Adapun pengertian ijarah di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan 
pendapat, yaitu: 
a. Menurut Hanafiah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa 
harta. 5 
b. Menurut Malikiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik 
atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan 
yang bukan berasal dari manfaat.6 
c. Menurut Syafi’iyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud 
dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.7 
d. Menurut Hanabilah, ijarah adalah akad suatu pemilikan manfaat yang 
dibolehkan menurut syara’ dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang 
diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya 
imbalan.8 
Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada 
dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam 
                                                             
4 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 
145. 
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316. 
6 Ibid., 
7 Ibid,hlm. 317. 
8 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.  
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mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi yang diungkapkan oleh 
para mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa 
adalah akad atas manfaat dengan imbalan.9 
Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam (Analisis 
Fiqh dan Keuangan), menyatakan bahwa ijarah sebagai hak untuk memanfaatkan 
barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.10 Menurut Dr. Muhammad 
Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, 
menjelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 
melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.11 Sedangkan menurut fatwa  Dewan 
Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
itu sendiri.12 
Jadi, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah 
suatu akad yang di bolehkan dalam Islam, yaitu transaksi sewa-menyewa atau 
pemindahan hak guna barang atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan 
tetapi diikuti dengan adanya pembayaran upah/sewa atau imbalan dalam waktu 
yang telah ditentukan. Maka dari pengertian tersebut ada 3 hal penting yang dapat 
di ambil kesimpulan, yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi, adanya 
                                                             
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 317. 
10 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), hlm. 137. 
11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 117. 
12 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan..., hlm. 138. 
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perjanjian para pihak yang melakukan transaksi, dan adanya pekerjaan beserta 
upah. 
Dilihat dari pengertian ijarah itu sendiri, maka ijarah dapat dibagi menjadi 
2, yaitu:13 
a. Ijarah atas manfaat (ijarah bi manfaah) disebut juga dengan sewa-
menyewa, yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 
b. Ijarah atas pekerjaan (ijarah bi al-‘amal) disebut juga upah-mengupah, 
yang menjadi objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dalam 
hal ini ijarah bi al-‘amal termasuk pokok pembahasan penelitian skripsi 
yang akan dibahas. 
Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit 
pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau 
kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga 
kerja. Ajir atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:14 
a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk 
masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain 
orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja 
sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. 
b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu 
orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. 
Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya 
                                                             
13 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 329. 
14 Ibid., hlm. 335-336. 
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adalah ia (ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang 
menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia 
(ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja. 
2.1.2 Dasar Hukum Ijarah Bil ‘Amal 
Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum 
asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah boleh bila dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadits-
hadits Nabi, dan ketetapan ijma Ulama.15 
Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh 
syara’, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, 
Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak 
membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat 
pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan. Setelah beberapa 
waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan 
sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan 
tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun 
pada waktu akad belum ada, tetapi ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang 
menjadi perhatian serta pertimbangan syara’.16 
 
 
 
                                                             
15 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat,..., hlm. 277. 
16 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 318. 
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a. Dalil al-Qur’an 
Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 6: 
     ن ُهَرو ُج ُأ  ن ُهو ُتآ َف ْم ُك َل َن ْع َضْر َأ ْن ِإ َف  
Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. Ath-Thalaq:6) 
 
Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan 
upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa 
upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya 
akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia 
bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apapun. Oleh sebab itu, ayat 
di atas menjadi dalil pula atas disyariatkannya akad.17 
Ayat pada surah tersebut menjelaskan tentang penggunaan tenaga atau jasa 
seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah atau bayaran kepada orang 
yang telah memberikan tenaga atau jasanya tersebut, setelah pekerjaan atau jasa 
yang telah ia berikan selesai dikerjakan.  
Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash (28) ayat 26-27: 
 ُهْر ِج ْأ َت ْسا ِت َب َأ َيَ اَُهُا َد ْح ِإ ْت َلا َق  ۖ  ُي ِمَْلْا ُّيِو َق ْل ا َتْر َج ْأ َت ْسا ِن َم َْيْ َخ  ن ِإ  َلا َق
 ٍج َج ِح َِنّاََثَ نَّر ُجَْتَ ْن َأ ٰى َل َع ِْي َتا َه  َتَ َن  ْ ب ا ىَد ْح ِإ َك َح ِك ُْن أ ْن َأ ُد ِير ُأ ِِنّ ِإ  ۖ  ْن ِإ َف
 َك ِد ْن ِع ْن ِم َف اًر ْش َع َت ْمَْتْ َأ  ۖ  َك ْي َل َع  ق ُش َأ ْن َأ ُد ِير ُأ ا َمَو  ۖ  ُ للَّا َءا َش ْن ِإ نّ ُد ِج َت َس
 َيِِلِا  صلا َن ِم   
 
                                                             
17 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 146. 
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Artinya: 26.  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". 
 27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, 
Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 
mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". 
 
  
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memilih orang untuk bekerja itu 
harus orang yang kuat lagi dapat di percaya. Kekuatan yang dimaksud adalah 
kekuatan dalam berbagai bidang, karena itu terlebih dahulu harus dilihat bidang 
apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya, kepercayaan yang 
dimaksud adalah integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah sehingga 
tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan milik 
pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus dipelihara dan bila diminta 
kembali harus dengan rela mengembalikannya.18 
Jadi, ayat tersebut menyangkut tentang praktik ijarah yaitu memakai jasa 
orang lain dengan memberikan imbalan. Sebelum kita memperkerjakan atau 
menggunakan jasa orang lain, sebaiknya kita melihat dulu orang tersebut 
termasuk orang yang dapat dipercaya atau tidak dan juga pekerjaan yang akan kita 
berikan tersebut sesuai atau tidak dengan kemampuan yang ia miliki, agar antara 
hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik. 
 
 
                                                             
18 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 580. 
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b. Hadits Nabi SAW 
 ُلْوُسَر َرَجْأَتْساَو : ْتَلاَق َم لَسَو  ِهْيَلَع ُالله ى لَص ِبِ نلا َجْوَز اَهْ نَع ُالله َيِضَر َةَشِئاَع  نَأ ِْيَْبُّزلا ِنْب َةَوْرُع ْنَع
 اَع َفَدَف ٍشْيَر ُق ِرا ف ُك ِنْيِد ىَلَع َوُهَو اَت ِِْيرِخ ًيَِداَه ِلْي  دلا ِْنَِب ْنِم َلَُجَر ِرْكَب ْو َُبأَو َمَلَسَو ِهْيَلَع ُالله ى لَص ِالله
 19اَمَهْ ي َتَلِحاَرِب ٍلَيَل ِث َلََث َدْع َِبرْو َث َراَغ ُهاَدَعَوَو اَمِهْي َتَلِحاَر ِهْيَلِإ 
Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabiSAW 
berkata : Rasulallah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki 
dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih 
memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian 
menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua 
menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur setelah tiga malam 
dengan kendaraan mereka. (H.R Bukhori).  
 
 
20هَرْجَأ َما ج ُْلِا ىَطْعَأَو َم لَسَو ِهْيَلَع ُِللَّا ى لَص ُّبِ نلا َمَجَتْحِا :َلاَق اَمُهْ نَع ُِللَّا َيِضَر ٍسا بَع ِنْبا ِنَع 
Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan 
kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari). 
 ُْوطْعَأ:َم لَسَو ِهْيَلَع ُِللَّا ى لَص ِِللَّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع ُِللَّا َيِضَرَرَمُع ِنْبا ِنَعَو    ُهَرْجََأْيِْجَْلَْأا
21  ُُهقَرَع  ف َِيَ نَأ َلْب َق 
Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah 
kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya 
kering.(HR. Ibnu Majah). 
 
                                                             
19 Asy Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Authar: Himpunan Hadits-
Hadits Hukum, Jilid 4, (Terj. Mu’ammal Hamidy,Imron, dan Umar Fanany), (Surabaya: Bina 
Ilmu, 2007), hlm.1861. 
20 Ibnu Hajar Al- Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Jilid 13, 
(Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 98. 
21 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum, (Terj. Khalifaturrahman 
dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393. 
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 Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa praktik ijarah sudah ada 
pada masa Rasulullah. Beliau pernah menggunakan jasa tenaga orang lain untuk 
menunjukkan jalan dan beliau membayar orang yang menunjukkan jalan tersebut  
dengan memberikan imbalan berupa kendaraannya. Selain itu, Rasulullah SAW 
juga pernah menggunakan jasa tukang bekam lalu memberikannya upah setelah ia 
berbekam. Rasulullah pun menganjurkan agar menyegerakan upah kepada tenaga 
kerja setelah pekerjaannya selesai. Agar tidak adanya penundaan hak setelah 
dilakukannya kewajiban. 
 
2.2 Rukun dan Syarat Ijarah Bil ‘Amal 
2.2.1  Rukun Ijarah Bil ‘Amal 
 Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang 
sangat penting. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka 
perjanjian atau transaksi tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dalam perjanjian 
atau transaksi ijarah, adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak 
yang melakukan perjanjian atau transaksi tersebut. 
 
 
 Adapun rukun dalam ijarah  itu ada empat, yaitu:22 
a. Aqid (para pihak yang berakad) 
 Aqid adalah dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan 
suatu transaksi, yaitu ajir sebutan untuk pihak yang memberikan jasa tenaganya 
                                                             
22 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 320-321. 
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untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan dari pekerjaannya 
itu, dan musta’jir sebutan untuk pihak yang menggunakan jasa seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan dengan memberikan imbalan. 
b. Shigat (ijab dan qabul) 
 Selain itu, adanya shigat yang merupakan pernyataan kedua belah pihak 
dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa  ijab dan qabul (ijab 
kabul). Ijab  adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa (musta’jir) yang 
secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan tertentu.  Kabul (qabul) adalah 
ucapan dari orang yang memberikan jasa (ajir) yang secara jelas untuk 
menunjukkan kerelaannya menyewakan jasa yang digunakan oleh musta’jir.23 
Sedangkan yang dipahami dari kitab-kitab Mazhab Syafi’iah, transaksi 
ijarah boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya jika sudah 
menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak 
diperbolehkan.24 
 
 
c. Ujrah (uang sewa atau upah) 
 Selain ijab dan kabul, upah juga menjadi salah satu rukun yang sangat 
penting dalam transaksi ijarah. Karena setiap adanya kewajiban yang dilakukan, 
maka adanya hak yang akan diterima/diperoleh. Upah yang diterima sesuai 
                                                             
23 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 149. 
24 Ibid., 
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dengan apa yang dikerjakan, dan juga upah tersebut telah ditentukan pada awal 
akad atau transaksi yang dilakukan. 
d. Manfaat,  
Lalu ijarah juga harus mendatangkan manfaat bagi para pihak yang 
melakukan transaksi. Manfaat adalah sesuatu yang dihasilkan dari barang yang 
disewakan atau jasa tenaga manusia/pekerja, yang mana barang atau jasa yang 
disewakan tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan oleh syara’ dan bukan 
sesuatu yang dilarang oleh Allah. Untuk ijarah bil ‘amal manfaat yang diterima 
tersebut bukan dari hasil barang yang disewakan, tetapi manfaat yang diperoleh 
dari hasil jasa tenaga manusia/pekerja. 
2.2.2  Syarat Ijarah Bil ‘Amal 
 Selain adanya rukun dalam akad ijarah bil ‘amal juga adanya syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad, agar akad atau 
transaksi yang dilakukan menjadi sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi 
yaitu:25  
 
a. Persetujuan kedua belah pihak 
Persetujuan kedua belah pihak maksudnya adalah kesepakatan para pihak 
(ajir dan musta’jir) di dalam melakukan akad. Persyaratan ini sama seperti halnya 
dalam jual beli. Firman Allah dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 29 menyatakan 
bahwa: 
                                                             
25Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 322-327 
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 ْن َع ًةَراَِتِ َنو ُك َت ْن َأ  لَ ِإ ِل ِطا َب ْل ِبِ ْم ُك َن  ْ ي  َب ْم ُك َلاَو ْم َأ او ُل ُكَْتَ َلَ او ُن َمآ َني ِذ لا ا َهُّ ي َأ َيَ
 ْم ُك ْن ِم ٍضاَر  َ ت  ۖ  ْم ُك َس ُف  ْن َأ او ُل  ُت ْق  َ ت َلََو  ۖ ا ًمي ِحَر ْم ُك ِب َنا َك َ للَّا  ن ِإ   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.(Q.S. An-Nisa’ (4):29) 
 
Orang yang beriman tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara 
yang tidak baik dan dilarang oleh Allah SWT, kecuali dengan cara jual beli yang 
mana pihak yang melakukan transaksi tersebut suka sama suka dan menyatakan 
kerelaannya dalam bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa 
ataupun dirugikan. 
b. Objek akad harus jelas 
Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan 
perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan 
perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian manfaat 
tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. 
 
 
 
Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan: 
1) Objek manfaat. 
Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang 
disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu 
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salah satu dari dua rumah ini”, maka akad ijarah tidak sah, karena 
rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas. 
2) Masa manfaat 
Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah 
tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa 
hari disewa. 
3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. 
Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi 
perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi 
sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau 
pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas. 
 
c. Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi 
Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i. 
Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara 
hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa 
dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk 
membersihkan masjid. 
Objek dalam akad ijarah harus sesuatu yang dapat terpenuhi dan terwujud, 
sehingga objek akadnya dapat dilakukan atau dikerjakan oleh pihak pekerja. 
Dengan demikian yang menjadi objek akad tersebut dapat diserah terimakan 
segala manfaatnya.  
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d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh 
syara’. 
Manfaat yang menjadi objek dalam akad  ijarah harus suatu manfaat yang 
dibolehkan oleh ketentuan agama. Yang mana segala sesuatu yang menjadi 
objeknya adalah suatu pekerjaan yang halal bukan suatu pekerjaan yang haram. 
Maka dari itu tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti 
tempat pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang 
lain atau menganiayanya, karena dalam hal ini sama saja dengan mengambil upah 
untuk perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama. 
e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang 
disewa (ajir). 
Seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak 
berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Selain itu, segala sesuatu yang 
disewa bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk 
melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji 
untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa 
akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan 
kewajiban penyewa itu sendiri.26 
 
 
                                                             
26 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat..., hlm. 280. 
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f. Manfaat ma’qud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
ijarah.27 
Manfaat ma’qud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
iijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan 
tujuan dilakukannya akad ijarah, maka ijarah tidak sah. Misalnya, menyewa 
pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini ijarah tidak dibolehkan, karena 
manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai 
dengan manfaat pohon itu sendiri. 
g. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 
memiliki nilai ekonomi. 
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai 
berikut:28 
1) Upah harus berupa harta bernilai yang diketahui, karena upah 
merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual 
beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadist 
Nabi SAW: 
29 ُهَتَرْجُأ ُهَل  مَس ُيْل َفًاْيِْجََأرَجْأَتْسا ِنَم:َلاَق َم لَسَو ِهْيَلَع ُالله ى لَص  بِ نلا  نَأ ُهْنَع ُالله َىِضَر ِدْيِعَس ِبَِأ ْنَع َو 
Artinya: Dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang 
siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia 
menyebutkan baginya upahnya. 
 
                                                             
27 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 326. 
28 Ibid.,hlm. 326-327. 
29  Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram,..., hlm. 407. 
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Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan 
perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini 
boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) 
kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, 
meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. 
2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih. 
Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, 
maka ijarah tidak sah. 
2.3 Kedudukan Upah dalam Akad Ijarah Bil ‘Amal                            
 Pembagian upah dalam konteks hukum Islam masuk ke dalam pembahasan 
ijarah. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh/ 
penggantian, sedangkan menurut istilah ijarah adalah suatu akad untuk 
mengambil manfaat dengan adanya kompensasi atau imbalan.30 
 Ada perbedaan antara makna sewa dan upah, yang mana kalau sewa 
digunakan untuk benda, misalnya sewa-menyewa rumah. Sedangkan upah 
digunakan untuk jasa atau tenaga manusia. Jadi di dalam ijarah, upah termasuk ke 
dalam bagian ijarah bil ‘amal yaitu penggunaan tenaga atau jasa seseorang 
dengan syarat adanya imbalan berupa upah atas tenaga atau jasa yang telah 
diberikan. 
 Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 
karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 
                                                             
30 Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat ..., hlm. 277. 
                                                                                                                         34 
 
 
 
pelayanan yang diberikan.31 Upah timbul dari hasil perjanjian ataupun 
kesepakatan antara majikan/pengguna jasa dengan pekerja/buruh untuk 
melakukan suatu pekerjaan. Dari perjanjian atau kesepakatan para pihak tersebut, 
maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
 Upah menjadi salah satu masalah yang sering muncul, baik di kalangan 
pekerja maupun di kalangan pengusaha/majikan itu sendiri. Oleh sebab itu Islam 
memberikan solusi yang baik untuk mengatasi masalah upah dengan memenuhi 
beberapa prinsip upah (ujrah), agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
Adapun prinsip-prinsip upah (ujrah) tersebut, yaitu: 
a. Prinsip Adil 
Dalam perjanjian ijarah kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, 
sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan 
terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil 
kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa 
untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.32 
Jadi, setiap pengusaha/majikan harus membayar para pekerja/buruh sesuai 
dengan hasil kerja mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap bentuk 
transaksi harus dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan. 
Kata adil di sini terdapat dua makna yaitu adil yang berarti jelas dan transparan, 
dan adil yang berarti proporsional. 
Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas pada akad yang dilakukan oleh 
pihak majikan dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan 
                                                             
31 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital..., hlm. 785. 
32 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,..., hlm. 363. 
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dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut 
menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh, 
kejelasan upah yang akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara 
pembayaran upah tersebut.33 
Selain itu adil yang bermakna proporsional yaitu suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh  seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama 
akan mendapatkan upah yang sama pula.  
Allah telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu berlaku adil. 
Hal ini tercantum dalam Firman Allah dalam surah An-Nahl (16) ayat 90, yang 
berbunyi: 
  ِر َك ْن ُم ْل اَو ِءا َش ْح َف ْل ا ِن َع ٰى َه  ْ ن  َيَو َٰبِْر ُق ْل ا ي ِذ ِءا َتي ِإَو ِنا َس ْح ِْلْاَو ِل ْد َع ْل ِبِ ُر ُمَْيَ َ للَّا  ن ِإ
 ِي ْغ  َب ْل اَو  ۖ  َنوُر  كَذ َت ْم ُك ل َع َل ْم ُك ُظ ِع َي   
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
 
b. Layak 
Dalam prinsip ujrah terdapat dua pengertian layak yaitu layak yang berarti 
cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup di sini mengandung pengertian 
layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi 
                                                             
33  Didin Hafidhudhin, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008), 
hlm. 32. 
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kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar 
dharuriyat.34 Allah berfirman dalam surah Thaahaa (20) ayat 118-119: 
 ٰىَر ْع  َ ت َلََو ا َهي ِف َعوَُتِ  لَ َأ َك َل  ن ِإ  ٰى َح ْض َت َلََو ا َهي ِف ُأ َم ْظ َت َلَ َك ن َأَو 
 
Artinya:  118.  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak 
akan   telanjang, 
 119.  Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak 
(pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". 
 
Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Pesan, 
Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, menjelaskan sesungguhnya engkau tidak akan 
lapar sesaatpun di dalam syurga karena pangan yang melimpah dan tidak akan 
telanjang karena pakaian tersedia beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, 
dan kata “tadha” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama yang 
memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat di atas menyebut dengan 
sangat teliti kebutuhan pokok manusia kapan dan di manapun mereka berada yaitu 
pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material minimal yang 
harus dipenuhi oleh manusia.35 
Sedangkan layak yang bermakna sesuai pasar telah disebutkan Allah SWT 
dalam surah As-Syu’ara (26) ayat 183: 
 َني ِد ِس ْف ُم ِضْرَْلْا ِفِ اْو  َث ْع  َ ت َلََو ْم ُه َءا َي ْش َأ َسا نلا او ُس َخ ْب  َ ت َلََو   
                                                             
34 Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering, (Yogyakarta: PPMI, 
2000), hlm.35-36. 
35 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 690. 
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Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 
 
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak 
yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak 
boleh mengurangi hak orang lain. contohnya seorang pengusaha/majikan tidak 
boleh mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja/buruh 
setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja 
tersebut. Jadi, di dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa 
dirugikan ataupun terzalimi. 
 Adapun penentuan upah (ujrah) dalam perjanjian atau transaksi ijarah, ada 
dua pembagian, yaitu:36 
a. Ujrah yang telah disebutkan (ajrun musamma), yaitu upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus 
disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
b. Ujrah yang sepadan (ajrun mitsli), yaitu upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah 
harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis 
pada umumnya. 
 
Oleh karena itu penentuan upah dalam suatu perjanjian atau transaksi harus 
dilakukan secara musyawarah antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, 
agar tidak ada terjadinya perselisihan di kemudian hari. 
                                                             
36 Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103. 
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BAB TIGA 
PEMBERIAN UPAH BURUH CUCI DAN SETRIKA PAKAIAN 
YANG DILIHAT DARI KONSEP AKAD IJARAH BIL ‘AMAL 
DI GAMPONG ULEE LUENG 
 
3.1 Gambaran Umum Gampong Ulee Lueng Aceh Besar 
3.1.1 Sejarah Gampong Ulee Lueng 
 Gampong Ulee Lueng berada dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. 
Menurut sejarah pada zaman kemerdekaan republik Indonesia, Gampong Ulee 
Lueng berasal dari dua kata yaitu “Ulee” dan “Lueng”. Yang mana “Ulee” berarti 
kepala dan “Lueng” artinya drainase atau got yang digunakan untuk mengairi 
sawah pada musim tanam padi sampai ke Gampong Lambheu dan juga sampai ke 
Gampong Lhong Cut. Maka sebab itulah masyarakat pada saat itu menamai 
Gampong tersebut dengan sebutan Ulee Lueng. Sehingga sejak saat itu sampai 
sekarang masih dapat dilihat sisa-sisa lueng yang masih tertinggal. Pada saat ini 
lueng tersebut sedikit demi sedikit akan hilang ditelan kemajuan zaman beralih 
fungsi lueng tadi menjadi saluran untuk mengairi air buangan rumah 
tangga seperti perumahan Mesra Agung.1 
Gampong Ulee Lueng dipimpin oleh seorang keuchik, yang dipilih 
langsung oleh masyarakat gampong tersebut secara musyawarah. Sejak berdirinya 
Gampong Ulee Lueng sampai sekarang telah dipimpin oleh beberapa keuchik.  
 
 
                                                             
1 Tim Perencana Gampong Ulee Lueng, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Gampong (RPJMG) Tahun 2014-2015, Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah 
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014, hlm. 6. 
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3.1.2 Kondisi Gampong Ulee Lueng 
 Secara administratif posisi Gampong Ulee Lueng pada saat sekarang 
berada dalam Kecamatan Darul Imarah, yang berjarak dari pusat kecamatan lebih 
kurang 2,5 Km. Yang pada umumnya warga Gampong Ulee Lueng bekerja di 
bidang pertanian baik sebagai petani, peternak, dan hanya sebagaian kecil yang 
bekerja di luar bidang pertanian seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang 
dan guru. Selain itu, warga Gampong Ulee Lueng ada juga yang  bekerja sebagai 
buruh, seperti buruh cuci dan setrika pakaian, serta buruh bangunan.2 
 Kondisi fisik Gampong Ulee Lueng ditinjau dari segi pemanfaatan 
lahan/lingkungannya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu: 
a. Perumahan dan pemukiman 
b. Area persawahan 
c. Area perkebunan 
d. Jalan (menghubungkan beberapa Gampong yang ada di sekitanya) 
Kondisi demografis Gampong Ulee Lueng meliputi jumlah penduduk (data 
akhir Tahun 2011) mencapai 701 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 373 jiwa 
dan jumlah perempuan sebanyak 328 jiwa. Jumlah KK 184 yang tersebar dalam 3 
(tiga) dusun, RTM 592 jiwa.3 
  
3.1.3  Pembagian Wilayah Gampong Ulee Lueng 
Gampong Ulee Lueng merupakan salah satu Gampong yang berada di 
Mukim Daroy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Wilayah 
                                                             
2 Hasil Wawancara dengan Bapak M.Nur. NR, Sekretaris Desa, pada tanggal 05 Juli 
2018, Pukul 20.02 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
3 Tim Perencana Gampong Ulee Lueng, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Gampong (RPJMG) Tahun 2014-2015,..., hlm.6 . 
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Gampong Ulee Lueng terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yang saling berdek atan, 
yang meliputi: 
a. Dusun Jeurat Jeumpa 
b. Dusun Pointan 
c. Dusun Meurah Dua 
Dusun-dusun tersebut dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Yang 
mana kepala dusun tersebut merupakan salah satu dari perangkat gampong yang 
wewenangnya berada di bawah keuchik. Oleh karena itu, setiap kepala dusun 
tersebut dipilih langsung oleh perangkat gampong dengan cara diseleksi. 
 
3.1.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi Gampong Ulee Lueng 
 Kondisi sosial Gampong Ulee Lueng jika dipandang secara sosial 
masyarakatnya masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma 
adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih 
berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari 
kedudukan Tuha Peut Gampong Ulee Lueng yang sangat berperan dalam setiap 
pengambilan kebijakan-kebijakan Gampong serta dalam hal penyelesaian 
masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan-gesekan 
antar warga Gampong dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang 
sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga Gampong dalam 
setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam 
membayar zakat mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian dan 
takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya. 
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 Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Gampong Ulee Lueng 
berproduktifitas di bidang pertanian, perternakan dan perkebunan. Hanya 
segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan ada sebagian yang menjadi buruh seperti 
buruh cuci dan setrika pakaian serta buruh bangunan. 
 Jumlah masyarakat Gampong Ulee Lueng yang bekerja sebagai buruh cuci 
dan setrika pakaian ada sekitar 15 orang. Buruh cuci dan setrika pakaian tersebut 
adalah wanita yang rata-rata usianya di atas 27 tahun. Para pengguna jasa buruh 
tersebut adalah warga yang tinggal di perumahan Mesra Agung yang berada di 
dekat Gampong Ulee Lueng. Rata-rata warga yang tinggal di perumahan Mesra 
Agung tersebut merupakan warga pendatang, yang mana mereka adalah orang-
orang yang mempunyai banyak aktivitas di luar, seperti bekerja. Para buruh 
tersebut mulai bekerja untuk mencuci dan setrika pakaian pada waktu pagi sampai 
selesai.4 
3.2  Praktik Pengupahan Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Gampong Ulee    
Lueng Aceh Besar 
 
  Islam menganjurkan setiap umat bekerja mencari pendapatan untuk 
mempertahankan hidup dengan berbagai cara yang di ridhoi oleh Allah swt., 
sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan zaman, 
kebutuhan hidup semakin bertambah, maka dari itu banyak orang yang 
membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Ada pula sebagian 
orang yang membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu pekerjaan 
                                                             
4  Hasil Wawancara dengan Ruhamah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 18 
Juli 2018, Pukul 17. 55 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
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rumahnya, dikarenakan orang tersebut bekerja di luar sehingga tidak mempunyai 
waktu untuk mengurus pekerjaan rumahnya. Suatu hal yang paling mendasar 
dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat 
melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain atau adanya 
interaksi sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila dalam hidup 
seseorang di dalam suatu lingkungan masyarakat terjadi saling tukar-menukar 
hasil tenaganya dengan orang lain. 
  Hubungan kerja yang terjadi di Gampong Ulee Lueng salah satunya yaitu 
hubungan kerja antara pengguna jasa/majikan dengan pemberi jasa/buruh. Yang 
mana pemberi jasa/buruh menawarkan jasa tenaganya kepada pengguna 
jasa/majikan yang membutuhkan jasa tenaga buruh tersebut untuk mengerjakan 
pekerjaan rumahnya dengan adanya upah yang diterima oleh buruh tersebut. Salah 
satunya adalah jasa tenaga buruh untuk mencuci dan setrika pakaian. Dalam hal 
ini pemberi jasa /buruh disebut sebagai ajir dan pengguna jasa/majikan disebut 
sebagai musta’jir. 
 Adapun praktik pengupahan antara majikan dan buruh tersebut adalah 
dengan cara majikan yang membutuhkan jasa buruh cuci mencari dan bertanya 
kepada tetangga tentang buruh cuci. Kemudian setelah buruh cuci dan setrika 
pakaian bertemu dengan pengguna jasa/majikan mereka membuat kesepakatan 
atau perjanjian kerja secara lisan bagaimana proses kerja serta penetapan upah. 
Yang mana pengguna jasa/majikan memberitahukan kepada buruh tersebut 
tentang bagaimana pekerjaan atau bentuk kerja yang harus dilakukan oleh si 
buruh tersebut beserta jadwal kerja dan besarnya upah yang diterima oleh buruh 
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tersebut. Dalam hal ini pengguna jasa/majikan meminta kepada buruh tersebut 
untuk datang bekerja ke rumahnya tanpa menginap. Setelah kesepakatan tersebut 
disetujui oleh buruh tersebut maka terjadilah hubungan kerja, dan timbullah hak 
dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang harus harus dipenuhi. 
  Sistem pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian yang terjadi di 
Gampong Ulee Lueng dilakukan secara bulanan. Yang mana penetapan besaran 
upah buruh cuci dan setrika pakaian tersebut  tidak semua sama. Yang mana ada 
yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam keluarga 
majikan tersebut, dan ada juga yang memberikan upah tanpa menghitung jumlah 
anggota keluarga majikan tetapi dengan mematokkan upah setiap bulan (misalnya 
Rp. 700.000.,- untuk mencuci dan setrika pakaian per bulan). Apabila ada 
penambahan pekerjaan pada saat buruh tersebut bekerja untuk untuk cuci dan 
setrika pakaian, maka majikan tersebut memberikan penambahan upah atau 
sejenisnya terhadap penambahan pekerjan yang dilakukan oleh buruh tersebut. 
Tetapi ada pula majikan yang tidak memberikan penambahan upah atau 
sejenisnya terhadap pekerjaan tambahan yang diberikan kepada buruh tersebut. 
 Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki nilai sosial dan rasa empati 
yang tinggi kepada orang lain. Begitupun setiap orang memilki sifat yang berbeda 
pula. Dalam hal ini, Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa buruh 
cuci dan setria pakaian yang berada di Gampong ulee Lueng, yang mana hasil 
wawancaranya adalah sebagai berikut: 
a. Ruhamah berusia 64 tahun, seorang buruh cuci dan setrika pakaian. Beliau 
mendapatkan pekerjaan tersebut melalui temannya yang bekerja sebagai 
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buruh cuci juga. Selain bekerja sebagai buruh cuci, beliau juga bekerja di 
sawah apabila sudah masuk musim menanam padi. Awalnya Ruhamah di 
minta bekerja mencuci baju dan setrika pakaian di rumah majikannya setiap 
hari dengan gaji Rp. 700.000,- per bulan, yang mana ada 6 orang dalam 1 
keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika bajunya. Beliau mencuci baju 
tersebut secara manual (menggunakan tangan). Akan tetapi selang beberapa 
hari kemudian ia diminta untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti mencuci 
piring, mengepel, dan juga menyapu halaman rumah. Sering pada saat 
saudara majikan datang, beliau juga di minta untuk mencuci pakaian 
saudaranya tersebut. Akan tetapi penambahan pekerjaan tersebut tidak 
adanya penambahan upah. Bahkan Ruhamah pernah membicarakan tentang 
penambahan upah pada majikannya itu, tetapi tidak ada tanggapan apapun 
dari majikannya tersebut.5 
b. Nuraini berusia 44 tahun, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang 
bekerja sebagai buruh cuci baju dan setrika pakaian, untuk mendapatkan 
tambahan penghasilan selain penghasilan dari suami. Nuraini mendapatkan 
pekerjaan tersebut melalui tetangganya. Pada awalnya Nuraini dan 
majikannya melakukan suatu kesepakatan, bahwa majikannya akan 
memberikan upah sebesar Rp.500.000,- per bulan, untuk 5 orang dalam 1 
keluarga yang Nuraini cuci dan setrika pakaiannya. Beliau mencuci pakaian 
tersebut secara manual (menggunakan tangan), tetapi apabila musim hujan 
maka beliau mencuci menggunakan mesin. Selain mencuci dan setrika 
                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Ruhamah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 
Juli 2018, Pukul 10.05 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
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pakaian, Nuraini terkadang juga diminta untuk melakukan pekerjaan lain 
seperti mencuci piring, menyapu dan memasak. Tetapi juga sama tidak 
adanya penambahan upah terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Nuraini 
merasa bahwa pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan upah yang ia 
terima, tetapi beliau tidak berani meminta tambahan upah atas pekerjaan 
yang ia lakukannya itu kareana ia takut kehilangan pekerjaannya.6 
c. Fatimah berusia 55 tahun, yang bekerja sebagai buruh nyuci dan setrika 
pakaian. Awalnya Fatimah mendapatkan pekerjaan tersebut dari temannya 
yang bekerja sebagai pembersih di rumah majikannya yang membutuhkan 
tambahan buruh untuk menyuci dan setrika pakaian, Fatimah bekerja satu 
tempat dengan temannya tersebut. Fatimah mendapatkan upah sebesar Rp. 
650.000.,- per bulan, yang mana ada 6 orang dalam 1 keluarga tersebut yang 
ia cuci dan setrika bajunya. Setelah beberapa lama ia bekerja, temannya 
tidak lagi bekerja di tempat majikan itu, yang kemudian majikannya tersebut 
meminta ibu fatimah selain mencuci baju dan setrika pakaian untuk 
mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh temannya tersebut. Tetapi 
dengan penambahan pekerjaan tersebut Fatimah tetap menerima upah dari 
hasil mencuci baju dan setrika pakaian tanpa adanya penambahan upah dari 
tambahan pekerjaan.7 
d. Ina berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. 
Ina mendapatkan pekerjaan itu melalui saudaranya. Beliau di minta mencuci 
                                                             
6 Hasil Wawancara dengan  Nuraini, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 
Juli 2018, Pukul 15.30 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
7 Hasil Wawancara dengan Fatimah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 
Juli 2018, Pukul 17.23 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
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baju dan setrika pakaian dengan gaji sebesar Rp. 350.000.,- per bulan, yang 
mana ada 3 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika 
bajunya. Lalu  saat bekerja ia juga diminta oleh majikannya untuk menjaga 
anak majikannya. Akan tetapi majikannya tidak memberikan penambahan 
upah ataupun sejenisnya.8 
e. Sarah berusia 46 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika 
pakaian. Beliau mendapatkan pekerjaan tersebut dari saudaranya yang juga 
bekerja sebagai buruh cuci. Sarah diminta oleh majikannya untuk mencuci 
dan setrika pakaian dengan upah sebesar Rp. 700.000.,- per bulan, yang 
mana ada 5 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika 
bajunya. Selain mencuci dan setrika pakaian ia juga diminta untuk mencuci 
piring dan mengepel tetapi dengan penambahan pekerjaan tersebut 
majikannya juga memberikan tambahan upah setiap dua hari sekali tidak 
hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk makanan.9 
f. Nuryah berusia 68 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika 
pakaian. Di awal pekerjaan ia dan majikan membuat perjanjian dengan 
bekerja setiap dengan gaji Rp. 600.000.,- per bulanya, yang mana ada 4 
orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci bajunya. Saat bekerja melihat 
kondisi Nuryah yang tua majikan tersebut memberikan jadwal nyuci dan 
                                                             
8 Hasil Wawancara dengan Ina, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 
2018, Pukul 16.40 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
9 Hasil Wawancara dengan Sarah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 
2018, Pukul 16.05 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
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setrika pakaian terkantung pada Nuryah kapan saja datang untuk menyuci 
dan setrika pakaian tapi asalkan pekerjaan itu selesai.10 
 
Dari hasil wawancara yang telah Penulis uraikan di atas menunjukkan  
bahwa penentuan upah terhadap buruh cuci dan setrika pakaian tersebut berbeda-
beda tergantung tempat mereka bekerja. Dari 6 orang buruh cuci dan setrika 
pakaian yang Penulis wawancarai, terdapat 4 orang buruh yang merasa 
ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak 
yang diperoleh. Dalam hal ini ada sebagian yang mendapatkan upah tambahan 
dan ada yang tidak mendapatkan upah tambahan terhadap penambahan pekerjaan 
yang diberikan oleh majikannya. Selain itu ada pula buruh yang tidak diminta 
untuk melakukan pekerjaan lain, hanya diminta untuk mencuci dan setrika 
pakaian. 
3.3 Pemberian Upah Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Gampong Ulee 
Lueng Menurut Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal 
 
Pengupahan di dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan ijarah bil ‘amal, 
yaitu sewa-menyewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu 
yang diperbolehkan oleh syara’ dengan adanya imbalan berupa upah.11 Dalam hal 
ini terdapat keterkaitan antara praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika 
pakaian yang terjadi di Gampong Ulee Lueng dengan konsep ijarah bil ‘amal. 
Yang mana buruh tersebut memberikan jasa tenaganya kepada pengguna jasa 
                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Nuryah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 
Juli 2018, Pukul 18.00 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar. 
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329. 
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untuk melakukan pekerjaan menyuci dan setrika pakaian, dengan diberikannya 
upah atas pekerjaanya tersebut. 
Menurut hukum Islam upah merupakan hak bagi pekerja/buruh atas 
pekerjaan yang telah ia lakukan dan termasuk kewajiban bagi majikan atas 
manfaat yang ia terima. Dalam hal ini majikan akan mendapatkan manfaat atas 
jasa yang diberikan oleh pekerja/buruh, sedangkan pihak buruh/pekerja akan 
mendapatkan imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Sehingga 
apabila hak para pihak terpenuhi maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Ahqaf (46) ayat 19, Allah berfirman: 
 َد ٍّ ل ُك ِلَو او ُل ِم َع اَِّمِ ٌتا َجَر  ۖ  َنو ُم َل ْظ ُي َلَ ْم ُهَو ُْم َلَا َم ْع َأ ْم ُه  َي  ِفَو  ُ ي ِلَو  
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 
 
Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah mengatakan 
bahwa keadilan Allah terhadap kedua kelompok manusia dengan menyatakan: 
Dan bagi masing-masing mereka yang taat dan durhaka itu akan memperoleh 
derajat-derajat, yakni peringkat-peringkat yang berbeda-beda di surga atau 
neraka, sesuai apa yang telah mereka kerjakan agar menjadi jelas buat semua 
keadilan Allah dan agar Allah memenuhi bagi mereka balasan pekerjaan-
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pekerjaan mereka, sedang dalam saat yang sama mereka sedikit pun tidak 
dirugikan bahkan yang taat diberi ganjaran yang berlipat ganda.12  
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan 
mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya, yang mana balasan 
yang Allah berikan itu tidak akan merugikan siapapun. Begitu juga dalam hal 
pengupahan, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh 
akan mendapatkan imbalan berupa upah sesuai dengan pekerjaan yang telah 
dilakukan. Sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan, karena bagi 
pihak pengguna jasa/majikan mendapatkan manfaat atas jasa yang diberikan oleh 
pekerja/buruh tersebut, sedangkan bagi pihak pekerja/buruh mendapatkan imbalan 
berupa upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. 
Selain itu, jasa seorang akan dibalas sesuai jerih payah yang telah ia 
lakukan, sebagaimana dalam surat an-Najm (53) ayat 39, Allah berfirman: 
  ى َع َس ا َم َّلَ ِإ ِنا َس ْن ِْلْ ِل َس ْي َل ْن َأَو  
Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya, 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa disamping sesorang tidak akan memikul 
dosa dan mudharat orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan 
baiknya. Karna itu, di sana juga ada keterangan bahwa seorang manusia tiada 
memiliki selain apa yang telah diusahakannya. Huruf  ( ل( Lam pada firman-Nya 
                                                             
12  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412-413. 
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(ناسنَلإل) li al-insan berarti memiliki. Kepemilikan dimaksud adalah kepemilikan 
hakiki yang senantiasa akan menyertai manusia seepanjang eksistensinya. Ia 
adalah amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Ini berbeda dengan kepemilikan 
relatif, seperti harta, anak, kedudukan, dan lain-lain yang sifatnya sementara serta 
pasti akan lenyap dengan kematiaannya. Kata (ىعس) sa’a pada mulanya berarti 
berjalan cepat-namun belum sampai tingkat berlari. Kata ini kemudian digunakan 
dalam arti berupaya secara sungguh-sungguh.13 
Jadi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berjanji akan memberikan 
balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Yang mana setiap 
orang tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usaha atau kerja orang lain, 
begitupun sebaliknya setiap apa yang kita usahakan/kerjakan orang lain tidak akan 
mendapatkan hasilnya. Sehingga hasil atau imbalan yang seseorang dapatkan 
sesuai dengan jerih payahnya sendiri. 
 Penetapan upah di dalam Islam harus dilakukan sesuai kesepakatan dan 
kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perjanjian ijarah bil ‘amal 
kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut harus jujur dan adil 
sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan 
terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja 
mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk 
membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.14  
                                                             
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 205-206. 
14  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 
1995), hlm. 363. 
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Sehingga penetapan upah dalam Islam harus memenuhi prinsip adil dan 
layak, yang mana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas 
sesuai dengan berat ringan pekerjaannya, agar tidak ada pihak yang merasa 
teraniaya ataupun dirugikan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nahl 
(16) ayat 90, yang berbunyi: 
 ِر َك ْن ُم ْل اَو ِءا َش ْح َف ْل ا ِن َع  ى َه  ْن  َ يَو  َبَْر ُق ْل ا ي ِذ ِءا َت ي ِإَو ِنا َس ْح ِْلْاَو ِل ْد َع ْل ِبِ ُر ُمَْيَ ََّللَّا َّن ِإ
 ِي ْغ  َب ْل اَو  ۖ  َنوُر َّكَذ َت ْم ُكَّل َع َل ْم ُك ُظ ِع َي   
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
 
Adil yang dimaksud adalah jelas akad yang dilakukan oleh pihak majikan 
dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari pihak yang 
melakukanya. Selain itu keadilan dalam hal upah, yang  mana suatu pekerjaan 
yang dilakukan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Dengan kata lain 
antara hak yang diterima dan kewajiban yang diberikan harus sesuai dan adil. 
Sehingga apabila ada penambahan pekerjaan atau kewajiban, maka harus adanya 
penambahan upah atau hak pula. 
Sebagaimana uraian diatas mengenai pengupahan dalam konsep ijarah bil 
‘amal, maka dapat dilihat dalam praktik pemberian upah terhadap buruh cuci dan 
setrika pakaian  di Gampong Ulee Lueng terdapat ketidaksesuaian dengan konsep 
ijarah bil ‘amal. Dalam hal ini, tidak semua buruh cuci dan setrika pakaian 
mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan, namun ada 
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sebagian buruh yang merasa adanya ketidakadilan dalam upah yang diterima. 
Yang mana pihak buruh dan majikan pada awalnya telah melakukan kesepakatan 
kerja dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Tetapi pada saat bekerja buruh 
tersebut merasa adanya ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara hak dan 
kewajiban yang diberikan. Yang mana adanya penambahan pekerjaan yang 
dilakukan buruh tersebut tapi tidak ada penambahan upah, sehingga mereka 
merasa dirugikan dan terpaksa melakukan pekerjaan tersebut, dikarenakan pihak 
buruh memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Seharusnya 
setiap pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan upah/imbalan sesuai dengan 
hasil kerja yang telah dilakukan sehingga para pekerja/buruh tidak merasa 
dirugikan, hal ini seperti yang di jelaskan dalam surat al-Jaatsiyah (45): 22, yang 
mana Allah berfirman: 
 َلَ ْم ُهَو ْت َب َس َك اَِبِ ٍّس ْف  َن ُّل ُك  ىَز ْج ُت ِلَو  ِقَْلْ ِبِ َضْرَْلْاَو ِتاَوا َم َّسلا َُّللَّا َق َل َخَو 
 َنو ُم َل ْظ ُي  
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan 
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan 
mereka tidak akan dirugikan.” 
 Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat di atas 
mengemukakan salah satu argumentasi tentang keniscayaan perbedaan antara 
perolehan yang taat dan yang durhaka. Allah berfirman: Allah telah menciptakan 
semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan 
tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai 
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ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga 
agar diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jawa, yakni manusia, sesuai apa 
yakni kebaikan dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima 
balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan 
diuntungkan.15 
Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya 
dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi Ayat ini menjamin tentang upah 
yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jika 
ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan 
mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas 
bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya. 
Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah 
dikerjakannya.16 
seharusnya upah yang diterima oleh buruh cuci dan setrika pakaian di 
Gampong Ulee Lueng harus sesuai dengan pekerjaan yang buruh tersebut 
lakukan. Apabila buruh tersebut menerima upah yang tidak sesuai dengan 
pekerjaannya itu termasuk ketidakadilan bagi pihak pekerja/buruh, bahkan 
termasuk penganiayaan terhadap pihak pekerja/buruh karena tidak menerima upah 
sesuai dengan pkerjaannya. Seharusnya apabila majikan tersebut memberikan 
tambahan pekerjaan kepada buruh cuci dan setrika pakaian tersebut, maka harus 
diikuti dengan penambahan upah atau sejenisnya, agar pihak buruh tidak merasa 
                                                             
15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 361. 
16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid 2,..., hlm. 364. 
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diugikan. Tetapi yang terjadi di sini pihak buruh tidak menerima tambahan upah 
atau sejenisnya terhadap tambahan pekerjaan yang ia lakukan. 
Islam juga menganjurkan untuk menyegerakan pemberian upah kepada 
orang yang telah kita pekerjakan setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Hal 
tersebut sebagaimana yang di jelaskan di dalam hadist Nabi SAW: 
 ُْوطْعَأ:َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُ  للَّا ىَّلَص  ِللَّا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْ نَع ُ  للَّا َيِضَرَرَمُع ِنْبا ِنَعَو    ُهَرْجََأْيِْجَْلَْأا
17 ُُهقَرَع َّف َِيَ نَأ َلْب َق 
Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah 
kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya 
kering.(HR. Ibnu Majah). 
 Hadist tersebut menjelaskan tentang seseorang berhak atas upahnya jika ia 
telah menunaikan pekerjaannya, dan  dianjurkan kepada pihak majikan/pengguna 
jasa agar segera memberikan upah kepada buruh/pekerja setelah pekerjaan 
tersebut selesai dilakukan, tanpa menunda-nunda pembayarannya. Jadi, buruh 
cuci dan setrika pakian tersebut berhak atas imbalan/sejenisnya setelah mereka 
melakukan pekerjaan tambahan yang mereka lakukan tersebut. Sehingga dalam 
hal ini pihak majikan harus memberikan imbalan/sejenisnya terhadap jasa yang 
telah buruh tersebut berikan. 
Suatu transaksi yang dilakukan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak 
antara majikan dan pekerja/buruh. Akan tetapi sering kali terjadi ketidaksesuaian 
dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal, dikarenakan adanya 
                                                             
17 Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum, (Terj. Khalifaturrahman 
dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393. 
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penambahan pekerjaan di kemudian harinya serta tanpa adanya penambahan upah. 
Sehingga pekerja/buruh tidak dengan sukarela mengerjakan pekerjaan tersebut. 
Meskipun ada penambahan pekerjaan dari pengguna jasa, diperlukan kejelasan 
tentang penambahan upah agar terhindar dari perselisihan di antara kedua belah 
pihak. Sering kali muncul perselisihan diantara kedua belah pihak dikarenakan 
upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh 
pekerja/buruh. Padahal azas  muamalah dalam Islam adalah keadilan dan 
kebajikan yang di dalamnya menuntut upah kerja sesuai dengan jasa yang telah 
diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Seperti yang disebutkan dalam surah As-Syu’ara (26) ayat 183: 
 َني ِد ِس ْف ُم ِضْرَْلْا ِفِ اْو  َث ْع  َ ت َلََو ْم ُه َءا َي ْش َأ َساَّنلا او ُس َخ ْب  َ ت َلََو   
Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 
 
Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah 
menjelaskan bahwa dan janganlah kamu merugikan manusia pada barang-
barangnya, yakni hak-haknya, dengan mengurangi kadar atau nilainya dan 
janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak 
dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh 
juga manusia. Kata (اوسخبت) tabkhasu/kamu kurangi terambil dari kata (سبخ) yang 
berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn ‘arabi, sebagaimana dikutipoleh Ibn 
‘Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, 
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atau memperburuk sehingga tidak disengaja, atau penipuan dalam nilai, atau 
kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. 
Kata ( وثعتا ) ta’tsaw terambil dari kata ( ثعى ) ‘atsa dan  ثاع) ) ‘atsa yaitu perusakan 
atau bersegera melakukaknnya. Penggunaan kata tersebut di sini buka berarti 
larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera maka 
perusak dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan 
sengaja. Firman-Nya mengabadikan tutuntan Nabi Syu’aib as.: Janganlah kamu 
membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak merupakan 
larangan melakukan perusakan dan aneka kejahatan, apa pun bentuknya baik 
pembunuhan, perampokan, perzinaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan baik 
material maupun immaterial, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, Nabi 
Syu’aib as. menuntun mereka untuk menghindari sekian banyak pelanggaran, 
bermula dari pelanggaran tertentu yang telah lumrah mereka lakukan, yakni 
mengurangi takaran dan timbangan, kemudian disusul dengan larangan yang 
bersifat lebih luas dan mencakup larangan yang lalu, yakni tidak 
mengurangi/mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk mengurangi timbangan 
maupun mencuru harta mereka, atau menipu, merampok, atau mengurangi hak 
yang seharusnya diterima seseorang. Selanjutnya, beliau melarang dengan 
larangan menyeluruh sehingga mencakup segala macam kejahatan, baik yang 
berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, binatang, maupun lingkungan.18 
 Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak 
yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak 
                                                             
18 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330-332. 
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boleh mengurangi hak orang lain. Upah diberikan sesuai dengan hasil 
pekerjaannya, yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang. Karena 
setiap manusia yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah 
mereka lakukan sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Begitu pula dengan 
pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng, bagi pihak 
majikan dalam memperkerjakan buruh cuci dan setrika pakaian tersebut harus 
memperhatikan hak buruh atas jasanya tersebut. Jadi, keadilan di sini bukan hanya 
terletak pada upah tetapi juga pada kejelasan akad antara buruh dan majikan, 
apabila ada pekerjaan tambahan dikemudian hari maka pihak majikan harus 
memberitahukan kepada buruh di awal akad, agar pihak buruh tidak merasa 
dirugikan. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1  Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada praktik sewa jasa buruh cuci 
dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng, dapat dikemukakan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1) Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian pada Gampong 
Ulee Lueng dilakukan secara lisan, yang mana pengguna 
jasa/majikan meminta buruh cuci dan setrika pakaian untuk bekerja 
di rumahnya tanpa menginap. Sebelum buruh cuci dan setrika 
pakaian mulai bekerja, pengguna jasa/majikan melakukan 
kesepakatan kerja, yang mana pengguna jasa/majikan menjelaskan 
mengenai bentuk kerja yang akan dilakukan oleh buruh tersebut, 
waktu kerjanya, dan mengenai upah yang akan diterima oleh buruh 
tersebut. Rata-rata pengguna jasa buruh cuci dan setrika di 
Gampong Ulee Lueng adalah warga pendatang yang tinggal di 
perumahan Mesra Agung yang berada dekat Gampong. Sistem 
pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee 
Lueng dilakukan secara bulanan, yang mana penetapan upah setiap 
buruhnya berbeda-beda tergantung tempat ia bekerja. Dalam hal 
ini, ada majikan yang memberikan upah berdasarkan jumlah 
anggota yang ada dalam keluarga tersebut, dan ada juga yang 
memberikan upah tanpa menghitung jumlah anggota keluarga 
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majikan, tetapi dengan mematokkan langsung berapa besar upah 
dalam sebulannya. 
2) Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian yang dilakukan 
di Gampong Ulee Lueng adanya ketidaksesuaian dengan konsep 
ijarah bil ‘amal. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada upah yang 
diterima oleh pihak buruh, yang mana ada sebagian buruh cuci dan 
setrika pakaian yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan 
pekerjaan yang telah ia lakukan, dikarenakan adanya penambahan 
pekerjaan dikemudian hari tetapi tidak adanya penambahan upah 
yang buruh tersebut terima, sehingga buruh tersebut merasa adanya 
ketidakadilan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang ia 
terima. Karena di dalam Islam salah satu prinsip upah (ujrah) 
adalah adanya keadilan. Adil yang dimaksud adalah adanya 
keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak 
diperoleh. Sehingga pihak pengguna jasa/majikan merima manfaat 
atas jasa yang diberikan oleh buruh, sedangkan pihak buruh 
menerima imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah ia 
lakukan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun 
terzalimi. 
 
4.2   Saran 
1) Kepada para pengguna jasa diharapkan lebih mementingkan hak 
pekerja/buruh, agar  adil dalam memberikan upah kepada pihak 
yang dipekerjakan. Upah yang diberikan harus sesuai dengan apa 
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yang telah dikerjakan oleh pekerja/pemberi jasa, sehingga tidak ada 
pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi. 
2) Kepada pihak buruh  diharapkan agar lebih teliti dan paham 
terhadap perjanjian atau kesepakatan kerja yang di buat antara 
buruh dan majikan, agar perjanjian tersebut jelas dan tidak 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari. 
3) Kepada akademisi karena permasalahan yang terjadi tersebut 
belum familiar di dalam masyarakat yang menyangkut tentang hak 
orang lain, maka diharapkan kepada akademisi agar 
mengsosialisasikan mengenai teori ijarah bil ‘amal terutama 
mengenai upah kepada masyarakat, agar masyarakat lebih 
memahami bagaimana pengupahan di dalam Islam sehingga tidak 
merugikan para pihak yang berakad. Jadi akademisi tidak hanya 
mengetahui teori tersebut untuk diri sendiri, tetapi juga 
mengaplikasikannya di dalam lingkungan masyarakat. 
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DAFTAR WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT (BURUH 
CUCI DAN SETRIKA PAKAIAN) 
1. Mengenai identitas responden? 
2. Bagaimana anda bisa bekerja di rumah tersebut? Dari mana anda 
mengetahui bahwa di rumah tersebut sedang mencari buruh cuci dan setrika 
pakaian?  
3. Bagaimana bunyi perjanjian antara buruh dan majikan? 
4. Dengan upah berapakah anda dibayar sesuai dengan ketentuan dari beliau? 
5. Sudah berapa lamakah anda bekerja dengan beliau? 
6. Bagaimanakah jadwal cuci dan setrika pakaiannya? Apakah bekerja setiap 
hari atau ada jadwal tertentu? 
7. Apakah ada pekerjaan lain selain ketentuan yang diberikan oleh beliau, ex: 
masak, menyapu, dan lain-lain? 
8. Adakah penambahan upah dari pekerjaan tersebut? Bagaimana pendapat 
anda? 
9. Bisa ceritakan keluh kesah saat bekerja dengan beliau? 
10. Apakah selain menjadi buruh cuci dan setrika anda ada pekerjaan lain, 
misalnya kerja sebagai buruh cuci dan setrika di tempat lain atau hanya itu 
pekerjaan anda? 
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